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KUHD adalah Kitab Undang-undang Hukum Dagang. 

KUHPerdata adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata. 

MK adalah Mahkamah Konstitusi 

PMA 3/1997 adalah Peraturan Menteri Negara Agraria / 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 

Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

Tentang Pendaftaran Tanah 

PMA 16/2021 adalah Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional 
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Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan 

Menteri Negara Agraria / Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 

Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang 

Pendaftaran Tanah. 

Putusan 46/2010 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-
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UU Adminduk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
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Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan 

UUD 1945 adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

UUJN adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang 

Jabatan Notaris. 

UU Kewarganegaraan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia 
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adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 

mengenai Perubahan atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

  

  

  

  

  

  

  

 

  



x 
 

ABSTRAK 

(A) Nama :  Joshua Yohanes; NIM: 217202030 
(B) Judul :  ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PUTUSAN 

MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR           
46/PUU-VIII/2010 TERKAIT HUBUNGAN 
KEPERDATAAN ANAK LUAR KAWIN 
DENGAN AYAH KANDUNGNYA DALAM 
AKTA NOTARIS 

(C) Halaman :  
(D) Kata kunci : Putusan..Mahkamah..Konstitusi,.Anak..Luar..Kawin, 

Surat Keterangan Waris, Notaris. 
 

(E) Isi Abstrak : 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah 
memberikan dampak bagi kedudukan seorang anak luar kawin. 
Dengan berlakunya putusan tersebut, maka timbul hubungan hukum 
antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Jurnal ini membahas 
bagaimanakah kedudukan anak luar kawin setelah adanya putusan 
tersebut dan bagaimanakah penerapan putusan tersebut dalam akta 
Notaris, dalam hal ini Surat Keterangan Waris. Metode penelitian 
yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian 
hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah 
norma, peraturan perundang-undangan dan teori hukum terkait 
penerapan putusan tersebut di atas terkait hubungan keperdataan anak 
luar kawin dengan ayah kandungnya dalam akta Notaris. Hasil dari 
penelitian adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor            
46/PUU-VIII/2010 tersebut tidak serta merta berlaku dan menjadi 
dasar bagi hubungan nasab antara anak luar kawin dengan ayahnya, 
akan tetapi dapat dilakukan melalui persidangan di Pengadilan, yang 
terlebih dahulu membuktikan hubungan nasab tersebut berdasarkan 
pada ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain. 
 

(F) Daftar Acuan : 
(G) Pembimbing : Dr. Benny Djaja, S.H., S.E., M.M., M. Hum., M.Kn. 
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